
 

PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 

 
 

I.  UMUM 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk 
memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini 
kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu 
pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. 

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk 
mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem 
presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik 
diarahkan pada dua hal utama, yaitu, Pertama, membentuk sikap dan 
perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya 
politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini 
ditunjukan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem 
seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan 
sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, 
memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap 
negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan 
politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk 
menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di 
bidang politik  
 

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling 
tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya 
sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan 
partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya 
kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat 
mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat 
masyarakat. 
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Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan 
Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, 
persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen 
dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian 
Partai Politik. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal I 
 

 Angka 1 

  Pasal 1 

  Cukup jelas. 

 Angka 2 

  Pasal 2 

  Cukup jelas. 

 Angka 3 

  Pasal 3  

  Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

  Huruf a 

  Cukup jelas. 

 

  Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, 
dan tanda gambar Partai Politik lain” adalah memiliki 
kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan 
adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara 
penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara 
unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan 
tanda gambar Partai Politik lain. 
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  Huruf c 

Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus 
Ibu Kota Jakarta kedudukannya setara dengan 
kota/kabupaten di provinsi lain. 

  Huruf d 

Yang dimaksud dengan “kantor tetap” adalah kantor 
yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta 
mempunyai alamat tetap. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

 Angka 4 

  Pasal 4 

  Ayat (1)  

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara 
administratif dan periodik oleh Kementerian bekerja sama 
dengan instansi terkait. 

  Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Angka 5 

  Pasal 5  

  Cukup jelas. 

 Angka 6 

  Pasal 16  

  Cukup jelas. 
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 Angka 7 

  Pasal 19  

   Cukup jelas. 

 Angka 8 

  Pasal 23 

  Cukup jelas. 

 Angka 9 

  Pasal 29 

  Cukup jelas. 

 Angka 10 

  Pasal 32 

  Ayat (1). 

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi 
antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan 
kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai 
Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) 
penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban 
keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan 
Partai Politik. 

  Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

   Cukup jelas. 

 Angka 11 

  Pasal 33 

  Cukup jelas. 
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 Angka 12 

  Pasal 34 

  Cukup jelas. 

 Angka 13 

  Pasal 34A 

  Cukup jelas. 

 Angka 14 

  Pasal 35 

  Cukup jelas. 

 Angka 15 

  Pasal 39 

  Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah akuntan 
yang terdaftar dalam organisasi profesi Ikatan Akuntan 
Indonesia. 

Yang dimaksud dengan “diumumkan secara periodik” adalah 
dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

  

Angka 16 

  Pasal 45 

  Cukup jelas. 

 Angka 17 

  Pasal 47 

  Cukup jelas. 
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 Angka 18 

  Pasal 51 

  Cukup jelas. 

 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5189 
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